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Abstract 

Registration of marriages under positive law in Indonesia is an administrative obligation of the state to guarantee 

the protection and fulfillment of human rights. However, in the Industrial Tenayan Village, Pekanbaru City, a 

group of casual laborers on a palm oil plantation from Nias Regency lack adequate population documents due to 

their unregistered marital status. The research method used is sociological law with an empirical approach. The 

results show that the policy transformation through Presidential Regulation No. 96/2018 brought a legal 

breakthrough in the form of the Absolute Responsibility Statement Letter (SPTJM), which facilitates the inclusion 

of unregistered married couples' status on Family Cards (KK) and the issuance of birth certificates for children. 

However, this implementation is hampered by the socio-economic factors of migrant workers, strict work 

schedules, the lack of original documents, and residents' psychological fear of administrative bureaucracy. 

Keywords: Constitutional Rights, Population Rights, Industri Tenayan Urban Village. 

Abstrak 

Pencatatan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia merupakan kewajiban administratif negara untuk 

memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, di Kelurahan Industri Tenayan, 

Kota Pekanbaru, sekelompok buruh harian lepas perkebunan kelapa sawit asal Kabupaten Nias tidak memiliki 

dokumen kependudukan yang memadai akibat status perkawinan yang tidak tercatat. Metode penelitian yang 

digunakan adalah hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

transformasi kebijakan melalui Perpres No. 96/2018 membawa terobosan hukum berupa penggunaan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang memudahkan pencantuman status pasangan kawin tidak 

tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) serta penerbitan Akta Kelahiran anak. Namun, implementasi ini terhambat 

oleh faktor ekonomi-sosial buruh migran, keterikatan waktu kerja yang ketat, ketiadaan dokumen asal, dan 

ketakutan psikologis warga terhadap birokrasi petugas administrasi. 

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Hak Kependudukan, Kelurahan Industri Tenayan. 
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PENDAHULUAN 

Pencatatan perkawinan ini dalam hukum positif di Indonesia berkembang menjadi salah satu 

syarat dalam menentukan kekuatan hukum dalam Undang-undang Perkawinanpasal 2 ayat (2), yaitu : 

" Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pencatatan perkawinan didahului pada prinsip bahwa perkawinan 

dianggap sah bila dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing dari pelaku baik 

suami atau istri.  

Terkait dengan kewajiban administratif tersebut, pencatatan perkawinan akan berimplikasi pada 

hak hukum lainnya termasuk hak konstitusional warga negara untuk diakui sebagai warga dengan 

memiliki dokumen otentik kependudukan. Hak ini merupakan hak dasar karena kependudukan 
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merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh Negara bahkan tertuang dalam konstitusi negara. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa negara berkewajiban 

untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum 

atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam 

negeri maupun di luar negeri (Sekarbuana et al., 2021).  

Benang merah antara kedua persoalan ini adalah adanya kewajiban administratif berupa 

pencatatan perkawinan yang dilakukan dalam rangka memenuhi fungsi negara dalam rangka 

memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia setiap 

warga negara. Sebagai bentuk dari tanggung jawab negara hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip 

negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 

salah satunya undang-undang tentang administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena dilakukan dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat demokratis (Usman, 2017).  

Pencatatan perkawinan merupakan ranah administratif yang dilakukan oleh negara sebagai 

perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi 

terjadinya akibat hukum yang sangat luas. Peristiwa hukum tersebut akan memberikan dampak luas 

terhadap berbagai aspek dalam kehidupan dan tidak dapat dihindari kemungkinan adanya persoalan 

hukum yang dapat terjadi antara pidak-pihak yang terkait dengan peristiwa perkawinan tersebut. Bila 

hal itu terjadi di kemudian hari maka peristiwa perkawinan dapat dibuktikan dengan bukti yang 

sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan 

hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan 

efisien (Yusman & Fahlani, 2022). 

Menurut pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan 

secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, 

dalam perspektif peraturan perundang-undangan, Nikah Siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak 

sah. Ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi kalangan umat 

Islam Indonesia yang menjadikan pernikahan mereka sah menurut hukum positif, yaitu (Shaleh, 2020):  

1. Pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam 

2. Setiap pernikahan harus dicatat.  

Pencatatan pernikahan tersebut sebelum lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan juga merupakan aturan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jonto. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Prinsip bahwa pernikahan sah bila dilakukan menurut ajaran 

Islam dan juga harus dicatatkan tersebut dapat menyebabkan kedudukan pernikahan menjadi batal atau 

setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan apabila tidak dicatatkan (Haem, 2007). Namun demikian 
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ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut dipahami secara terpisah dan pernikahan dianggap sah 

meskipun tidak dicatatkan di KUA. 

Dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan 

dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan 

waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam 

Pasal 55 UU Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta 

otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. 

Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta 

otentik sebagai buktinya (Usman, 2017). 

Sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut hukum agama, maka implikasi hubungan 

hukum antara anak yang dilahirkan dari pernikahan sah adalah bawa ia memiliki hubungan keperdataan 

secara sempurna dengan kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Hubungan keperdataan yang 

dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak 

pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak 

saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. 

Namun bila dilakukan atas perkawinan yang tidak sah secara agama, maka anak yang dilahirkan 

tersebut ditetapkan berdasarkan keabsahan pernikahan, apakah melalui pernikahan yang sah, nikah 

fasid, syubhat, ataupun pengakuan (Departemen Agama RI, 1987). 

Untuk itu persoalan terpenting yang diatur dalam KHI maupun UU perkawinan adalah pencatatan 

perkawinan, karena perkawinan yang tidak tercatat, dapat menghilangkan maksud dari pernikahan itu 

sendiri dan memungkinkan terjadinya pengingkaran tanggungjawab dari salah satu pihak. Termasuk 

perkawinan yang memakai saksi tapi diarahkan untuk menyembunyikan dan tidak memberitahukan 

kepada orang lain tentang perkawinan tersebut juga bertentangan dengan tujuan kesaksian dalam 

perkawinan (Ibn Rusyd, n.d.). 

Berdasarkan kedudukan akta otentik sebagai bukti hukum tersebut, dalam perkawinan tidak 

tercatat ada kemungkinan hilangnya hak dasar anak untuk mendapatkan hak kependudukan karena tidak 

adanya dasar hukum untuk diakuinya sebuah peristiwa perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam rangka 

menetapkan hubungan anak dalam perkawinan terdapat perbedaan hukum tentang penetapan anak 

berdasarkan pencatatan pernikahan. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia dalam Kompilasi 

Hukum Islam dan juga UU perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui keabsahannya 

secara hukum dan tidak memiliki kekuatan sebagai bukti hukum. Untuk itu diperlukan kondisi hukum 

yang ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan untuk dapat diakui sebagai peristiwa hukum 

perkawinan sebagaimana perkawinan yang memang dicatatkan berdasarkan peraturan perundangan. 

Untuk itu kedudukan pencatatan perkawinan sangat penting sebagai alat bukti untuk menentukan dasar 

keabsahan perkawinan. 

Permasalahan hak kependudukan ini mencuat di daerah kelurahan industri tenayan karena di 

daerah ini ada sekelompok masyarakat pendatang dari kabupaten nias propinsi Sumatera Utara yang 
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pada umumnya sudah lama mendiami daerah ini namun belum memliki dokumen kependudukan 

bahkan sejak pindah dari daerah asalnya. Mereka bekerja di sektor pertanian yang membutuhkan tenaga 

kerja di Perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar kelurahan Industri Tenayan di Perusahaan seperti 

PT. Tri Tunggal Perkasa sebagai pekerja harian lepas yang tidak terikat dengan system ketenagakerjaan. 

Kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan disebabkan oleh banyajk hal salah satunya statuts 

pernikahan yang tidak tercatat. Hal ini berimplikasi pada sulitnya anak-anak mendapatkan akses 

Pendidikan dan juga keluarga tidak memperoleh bantuan sosial seperti program keluarga harapan 

maupun jaminan Kesehatan.  

Untuk itu penelitian ini berupaya mencari Solusi dari persoalan kependudukan tersebut agar 

status perkawinan yang tidak tercatat tidak menjadi hambatan Masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan di berbagai sektor seperti Pendidikan dan Kesehatan.  

Artikel ini menjelaskan bagaimana ketentuan pencatatan dokumen kependudukan dari 

perkawinan tidak tercatat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan 

Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Terhadap Dokumen Kependudukan 

Perkawinan Tidak Tercatat dan impolementasinya., hambatan yang dihadapi Masyarakat pekerja dalam 

implementasi mendapatkan dokumen kependudukan dari perkawinan tidak tercatat  serta upaya yang 

dilakukan  dalam mengatasi hambatan implementasi mendapatkan dokumen kependudukan dari 

perkawinan tidak tercatat di kelurahan Industri Tenayan kota Pekanbaru 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis 

dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji hukum 

sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (law in action), sehingga tidak 

hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada implementasi dan efektivitas hukum dalam 

praktik kehidupan masyarakat (Soekanto, 2019). Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui 

secara langsung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak 

administrasi kependudukan bagi masyarakat dengan status perkawinan tidak tercatat di Kelurahan 

Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. 

Lokasi penelitian dipilih karena wilayah tersebut memiliki fenomena sosial berupa banyaknya 

pekerja migran dan pasangan perkawinan tidak tercatat yang mengalami hambatan dalam memperoleh 

dokumen kependudukan. Populasi penelitian terdiri dari Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tokoh masyarakat (RT/RW), serta masyarakat 

pelaku perkawinan tidak tercatat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Penentuan 

responden dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui 

dan memahami persoalan yang diteliti (Sugiyono, 2022). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. 

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan proses pelayanan 



Implementasi Hak Konstitusional Pekerja Mendapatkan Dokumen Kependudukan dari Perkawinan Tidak Tercatat di 

Kelurahan Industri Tenayan, Andrizal, Eddy Asnawi, Tatang Suprayoga, Bambang Hermanto, Zulhian Sultan Javari 3187 

 

administrasi kependudukan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada para informan guna 

memperoleh data primer terkait implementasi kebijakan dan hambatan yang dihadapi masyarakat. 

Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, hak konstitusional warga negara, serta 

perkawinan tidak tercatat. 

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan dan 

menghubungkan data hasil penelitian lapangan dengan teori-teori hukum, konsep hak konstitusional, 

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan 

dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang 

ditemukan dalam penelitian. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru 

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru, khususnya di 

Kelurahan Industri Tenayan, menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam pelayanan 

administrasi kependudukan. Salah satu terobosan utama dari Perpres ini adalah penggunaan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai instrumen administratif untuk mempermudah 

pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi (Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia, 2021). Hal ini memungkinkan pasangan di Kelurahan Industri Tenayan yang tidak 

memiliki buku nikah melalui nikah siri tetap dapat masuk dalam satu Kartu Keluarga (KK), meskipun 

dalam kolom status perkawinan tertulis “Kawin Belum Tercatat” (Siahaan & Rahman, 2022). Kondisi 

tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas identitas hukum dan 

dokumen kependudukan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-

Undang Administrasi Kependudukan (Prasetyo, 2021). Berdasarkan keterangan responden dari pihak 

DPRD, dokumen kependudukan bukan sekadar urusan administratif, melainkan pintu masuk 

pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial (Yulianti 

& Firmansyah, 2023). Tanpa KTP dan KK, masyarakat di Kota Pekanbaru umumnya dan Kelurahan 

Industri Tenayan khususnya akan kehilangan akses terhadap program jaminan kesehatan nasional, 

bantuan sosial pemerintah, serta layanan pendidikan bagi anak-anak (Kementerian Sosial Republik 

Indonesia, 2022). Dengan demikian, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru secara rutin mengevaluasi kinerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta mengawal implementasi Perpres Nomor 

96 Tahun 2018 guna memastikan penggunaan SPTJM berjalan efektif sebagai solusi administratif di 

lapangan (Saputra, 2024). 

Dari sisi legislasi, Kota Pekanbaru memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan yang terus diselaraskan dengan ketentuan nasional terbaru sebagai bentuk 

harmonisasi regulasi pelayanan publik (Putra & Andriani, 2022). Perda tersebut memberikan kepastian 

hukum bagi pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dan nondiskriminatif (Hidayat, 2023). 
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Dari sisi penganggaran, DPRD melalui Komisi I memberikan dukungan terhadap alokasi anggaran 

program jemput bola administrasi kependudukan untuk melindungi hak-hak warga Pekanbaru, terutama 

kelompok pekerja sektor informal dan masyarakat pinggiran (Nasution & Dewi, 2021). DPRD 

mendorong Disdukcapil aktif mendatangi kantong-kantong pemukiman pekerja, termasuk wilayah 

Tenayan, karena pekerja seringkali tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen pada jam kerja 

normal (Kurniawan, 2023). Selain itu, DPRD juga mendukung anggaran validasi data kependudukan 

bagi warga yang telah lama tinggal di Pekanbaru namun masih berstatus penduduk daerah asal agar 

proses pindah datang dapat dilakukan secara sistematis dan terintegrasi (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kemendagri, 2022). 

Di sisi lain, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melihat bahwa implementasi 

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru telah memberikan kemudahan bagi warga dengan 

status perkawinan tidak tercatat untuk memperoleh dokumen kependudukan melalui pencantuman 

status “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga (KK) (Arifin & Lestari, 2023). Khusus di wilayah 

Tenayan Raya, responden menjelaskan bahwa persoalan ini banyak ditemukan pada penduduk 

pendatang, seperti komunitas asal Nias di Kelurahan Industri Tenayan, yang tidak memiliki buku nikah 

resmi namun membutuhkan identitas kependudukan untuk mengakses layanan publik (Sembiring, 

2022). 

Disdukcapil memberikan kemudahan bagi pekerja pendatang di Tenayan, termasuk komunitas 

Nias, untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran tanpa syarat mutlak buku nikah, melainkan cukup 

menggunakan formulir SPTJM (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021). Kebijakan ini 

bertujuan menjamin hak anak atas identitas, pendidikan, dan layanan kesehatan sebagaimana 

diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Wijayanti, 2022). 

Implementasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 di Kecamatan Tenayan Raya menunjukkan dinamika 

sosial terkait jumlah dan jenis permasalahan administrasi kependudukan di masyarakat (Harahap & 

Yusuf, 2023). Berdasarkan keterangan Ketua Forum RT/RW Kelurahan Industri Tenayan, status 

perkawinan tidak tercatat memiliki dua motif utama, yaitu karena faktor keterbatasan administratif 

pekerja migran dan karena adanya kepentingan menyembunyikan status perkawinan tertentu 

(Rahmawati, 2024). 

Fenomena banyaknya pendatang asal Nias di Kelurahan Industri Tenayan yang tidak memiliki 

dokumen kependudukan memadai merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor 

ekonomi, sosial, dan administratif (Zega, 2021). Banyak warga datang ke Pekanbaru sebagai buruh 

migran internal di sektor perkebunan sawit dan industri dengan hanya membawa identitas seadanya 

tanpa surat pindah atau dokumen asli dari daerah asal (Lubis & Anwar, 2023). Dalam kondisi tersebut, 

perkawinan sering dilakukan secara adat atau agama tanpa pencatatan resmi karena keterbatasan biaya, 

akses layanan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Fauziah, 2022). Ketika mereka mencoba 

mengurus KK di Pekanbaru, ketiadaan buku nikah menyebabkan status perkawinan tidak dapat dicatat 
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sehingga banyak warga memilih menunda pengurusan dokumen kependudukan karena khawatir ditolak 

oleh petugas (Rohman, 2021). 

Dari aspek ekonomi, pekerja sektor perkebunan sawit dan buruh harian lepas memiliki 

keterbatasan waktu akibat jam kerja panjang sehingga sulit mengakses layanan pemerintahan yang 

hanya buka pada jam kerja formal (Setiawan & Putri, 2022). Akibatnya, banyak keluarga tetap berada 

dalam kondisi tanpa dokumen kependudukan selama bertahun-tahun (Aisyah, 2023). Di Kelurahan 

Industri Tenayan, tingginya jumlah pekerja pendatang asal Nias di sektor sawit dan industri 

menimbulkan persoalan administrasi kependudukan, terutama ketika keluarga mulai membutuhkan 

layanan pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak mereka (Siregar, 2024). Oleh karena itu, diperlukan 

koordinasi aktif antara RT/RW, Kelurahan, dan Disdukcapil dalam membantu warga memperoleh hak 

identitas hukum mereka (Mulyadi, 2022). 

Di sisi lain, RT/RW berperan aktif melakukan pendataan warga pendatang dan berkoordinasi 

dengan pihak Kelurahan dalam pengurusan surat pengantar administrasi kependudukan (Hakim & 

Saleh, 2023). Mereka juga turut menyosialisasikan layanan keliling Disdukcapil serta mengedukasi 

masyarakat mengenai penggunaan SPTJM sebagai solusi administratif bagi pasangan dengan 

perkawinan belum tercatat agar tetap dapat memiliki KK (Pramono, 2022). 

Motif kedua dari warga yang tidak memiliki buku nikah adalah adanya kepentingan 

menyembunyikan status perkawinan. Fenomena poligami terselubung menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan munculnya perkawinan tidak tercatat di wilayah seperti Kelurahan Industri Tenayan 

(Ningsih & Kholis, 2023). Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, poligami hanya dapat 

dilakukan dengan syarat ketat dan izin pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Kementerian Agama Republik 

Indonesia, 2021). Untuk menghindari prosedur hukum tersebut, sebagian pihak memilih melakukan 

nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi (Sari, 2022). Fenomena ini banyak ditemukan pada pekerja 

migran yang tinggal jauh dari keluarga asal maupun individu yang ingin menyembunyikan status 

perkawinannya dari istri pertama atau lingkungan sosial tertentu (Rizky & Hamdani, 2023). 

Hambatan lain dalam implementasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru, 

khususnya di Kecamatan Tenayan Raya, adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur 

administrasi kependudukan serta ketakutan akan dikenakan sanksi atau penolakan akibat tidak memiliki 

buku nikah (Ananda, 2023). Kondisi ini menjadi mendesak ketika anak membutuhkan dokumen 

kependudukan sebagai syarat masuk sekolah dasar (Kemendikbudristek, 2022). Ketiadaan dokumen 

kependudukan yang sinkron juga berdampak langsung terhadap akses layanan kesehatan karena 

keluarga tidak dapat terdaftar dalam program BPJS PBI (BPJS Kesehatan, 2023). Dalam aspek 

kesadaran hukum, banyak warga belum mengetahui bahwa Perpres Nomor 96 Tahun 2018 

memungkinkan penggunaan SPTJM bagi pasangan dengan status perkawinan belum tercatat untuk 

masuk dalam satu KK (Yunus, 2022). Minimnya literasi administrasi kependudukan menyebabkan 

informasi mengenai kemudahan tersebut belum menjangkau kelompok pekerja di kawasan industri 
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secara optimal (Sutrisno, 2024). Di sisi lain, penggunaan SPTJM juga berpotensi menjadi celah 

penyalahgunaan administrasi oleh pelaku poligami terselubung apabila ditemukan adanya keterangan 

palsu mengenai status perkawinan (Kurniati, 2023). 

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru 

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tidak serta merta menjamin seluruh pelaku 

perkawinan tidak tercatat memperoleh perlindungan hukum atas hak konstitusional dalam mendapatkan 

dokumen kependudukan (Maulana & Azizah, 2022). Hal ini disebabkan masih adanya berbagai kendala 

administratif yang dihadapi Disdukcapil dalam memproses permohonan dokumen kependudukan dari 

pasangan perkawinan tidak tercatat (Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, 2021). Hambatan utama 

pelayanan kependudukan berasal dari administrasi asal yang belum tuntas, seperti dokumen hilang atau 

tidak adanya surat pindah, serta kekhawatiran masyarakat bahwa status nikah siri akan menghambat 

pelayanan administrasi (Purnomo, 2023). Selain itu, status “Kawin Belum Tercatat” dalam KK tidak 

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku nikah, terutama dalam pembuktian hubungan hukum 

anak, hak waris, dan sengketa perdata di masa depan (Sukardi & Wibowo, 2022). 

Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi persepsi 

masyarakat yang menganggap ketiadaan buku nikah atau akta perkawinan sebagai penghalang mutlak 

dalam pengurusan KK dan Akta Kelahiran (Lestari, 2021). Pemahaman ini berdampak pada sulitnya 

anak memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pendaftaran sekolah serta menghambat 

akses keluarga terhadap BPJS dan bantuan sosial akibat data kependudukan yang tidak lengkap 

(Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022). Selain itu, pelaku perkawinan tidak tercatat juga 

menghadapi hambatan psikologis berupa rasa takut, malu, dan ketidakpahaman prosedur hukum ketika 

berhadapan dengan institusi pemerintah (Herlina, 2023). 

Secara administratif, banyak warga mengalami kesulitan mengurus Akta Kelahiran anak karena 

tidak memiliki Buku Nikah atau Akta Perkawinan asli yang selama ini dianggap sebagai syarat utama 

(Nugroho & Arif, 2022). Kekhawatiran masyarakat mencakup tidak tercantumnya hubungan ayah-anak 

dalam dokumen resmi, ketidaktahuan prosedur pengadilan, serta asumsi tingginya biaya pengurusan 

administrasi (Yanti, 2024). Masalah tersebut umumnya baru dirasakan ketika keluarga membutuhkan 

layanan pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial yang mensyaratkan validitas data kependudukan 

(Rahim, 2023). 

Tidak adanya dokumen kependudukan yang menjadi dasar pelayanan publik menghambat 

kehidupan masyarakat, terutama dalam akses pendidikan anak dan layanan kesehatan (BPJS Kesehatan, 

2023). Banyak warga harus menanggung biaya kesehatan secara mandiri karena tidak dapat mengakses 

BPJS subsidi akibat data KK yang tidak aktif atau tidak sinkron (Amelia & Hidayat, 2022). Oleh karena 

itu, diperlukan penyebarluasan informasi mengenai prosedur administrasi kependudukan bagi pasangan 
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perkawinan tidak tercatat agar masyarakat memahami hak-hak administratif yang telah dijamin oleh 

peraturan perundang-undangan (Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, 2022). 

Lebih jauh, terdapat persepsi di masyarakat bahwa selama perkawinan sah secara adat atau agama 

maka tidak ada masalah hukum yang berarti (Fikri, 2021). Kesadaran akan pentingnya pencatatan 

perkawinan baru muncul ketika anak memasuki usia sekolah atau ketika keluarga membutuhkan 

layanan kesehatan dan bantuan sosial berbasis NIK (Sulastri & Dewanto, 2023). Dalam beberapa kasus, 

anak hasil perkawinan kedua hanya memiliki surat kenal lahir dari bidan sehingga berpotensi 

mengalami kesulitan memperoleh Akta Kelahiran dan NIK (Kusuma, 2022). Akibatnya, keluarga tidak 

dapat mengakses bantuan sosial seperti BLT dan PKH meskipun secara ekonomi tergolong layak 

menerima bantuan karena data kependudukan dianggap tidak valid atau tidak sinkron (Kementerian 

Sosial Republik Indonesia, 2023). Oleh sebab itu, diperlukan solusi administratif yang mampu 

menjamin hak pendidikan dan kesehatan anak tanpa menimbulkan stigma sosial maupun konflik hukum 

terhadap status perkawinan orang tuanya (Utami, 2024). 

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota 

Pekanbaru 

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru pada dasarnya 

bertujuan menjamin pemenuhan hak identitas anak dari pasangan yang tidak memiliki buku nikah 

melalui penerbitan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya (Direktorat Jenderal Dukcapil 

Kemendagri, 2021). Kebijakan ini memungkinkan anak tetap memperoleh Akta Kelahiran yang 

mencantumkan identitas ayah dan ibu dengan catatan administratif tertentu sehingga hak konstitusional 

anak atas identitas hukum tetap terpenuhi (Handayani & Putra, 2022). Salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah adalah penyederhanaan prosedur administrasi, termasuk penghapusan kewajiban surat 

pengantar RT/RW dalam pengurusan dokumen tertentu di Disdukcapil, meskipun peran RT/RW tetap 

penting dalam validasi lapangan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022). 

Kemudahan tersebut diharapkan mampu membantu warga yang telah lama menetap di suatu 

wilayah untuk mengurus perpindahan dokumen kependudukan secara lebih sederhana sehingga dapat 

mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan publik lainnya (Prabowo, 2023). 

Meskipun regulasi telah memberikan kemudahan, hambatan di lapangan masih ditemukan akibat 

rendahnya literasi administrasi kependudukan dan keterbatasan akses masyarakat marginal terhadap 

informasi hukum (Yusuf & Hidayati, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan utama 

masyarakat bukan semata-mata keengganan mematuhi hukum, melainkan kendala struktural dan sosial 

yang memerlukan pendekatan pelayanan proaktif dari pemerintah (Ardiansyah, 2022). 

Dalam praktiknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah melakukan 

berbagai upaya percepatan pendataan melalui layanan jemput bola dengan mendatangi langsung titik 

konsentrasi warga di Kelurahan Industri Tenayan (Saputri, 2023). Strategi pelayanan langsung ke 

masyarakat tersebut dinilai efektif dalam menjangkau kelompok pekerja yang sulit mengakses kantor 

pelayanan pada jam kerja normal (Badan Litbang Kemendagri, 2022). Selain itu, Disdukcapil juga 
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meningkatkan kegiatan sosialisasi guna mengedukasi masyarakat bahwa setiap warga negara, termasuk 

pasangan dengan perkawinan belum tercatat, tetap memiliki hak atas dokumen kependudukan sebagai 

bentuk perlindungan hukum dan akses terhadap pelayanan publik (Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia, 2021). 

Diskusi 

Dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN), fenomena implementasi Perpres Nomor 96 Tahun 

2018 di Kota Pekanbaru merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam melindungi hak 

konstitusional warga negara. Secara teoretis, hak atas identitas kependudukan adalah bagian dari hak 

asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang 

berhak atas status kewarganegaraan. 

Perpres nomor 96 tahun 2018 melalui instrumen SPTJM memastikan bahwa hambatan 

administratif seperti ketiadaan buku nikah tidak menggugurkan hak warga untuk diakui secara hukum. 

Di Pekanbaru, ini menjadi sangat krusial bagi kelompok marjinal seperti buruh pendatang di Tenayan. 

Perspektif HTN melihat ini sebagai upaya negara untuk bersikap inklusif terhadap seluruh lapisan 

masyarakat tanpa diskriminasi status sosial. 

Dalam HTN, pencatatan "Kawin Belum Tercatat" merupakan solusi jalan tengah. Negara 

memberikan pengakuan administratif demi pelayanan publik seperti akses sekolah dan kesehatan, 

namun tetap menjaga batas tegas bahwa pengakuan tersebut tidak serta-merta mengesahkan perkawinan 

secara hukum perdata tanpa proses di lembaga yang berwenang (KUA/Catatan Sipil). Perspektif HTN 

juga menyoroti hak-hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Dengan adanya kemudahan 

pembuatan Akta Kelahiran melalui SPTJM di Pekanbaru, negara memastikan bahwa status hukum 

orang tua (nikah siri/tidak tercatat) tidak boleh merugikan hak anak atas identitas. Tanpa NIK dan Akta, 

anak kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak konstitusional primer. 

Perpres ini memutus persoalan administratif yang turun-temurun. 

Fenomena di Pekanbaru menunjukkan dinamika hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan absolut. Upaya Pemerintah Pekanbaru memberikan ruang bagi petugas 

Disdukcapil di lapangan untuk memberikan solusi nyata bagi masalah sosiologis warga (seperti 

poligami terselubung atau dokumen asal yang hilang) tanpa melanggar aturan hukum yang lebih tinggi.  

Namun, dari sisi HTN, terdapat catatan penting mengenai Kepastian Hukum. Penggunaan 

SPTJM dan status 'Kawin Belum Tercatat' adalah solusi pragmatis-konstitusional. Tantangan ke 

depannya adalah bagaimana negara mendorong masyarakat dari status identitas administratif (tercatat 

di KK) menuju legalitas yuridis (memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan) agar perlindungan hukumnya 

menjadi sempurna terkait hak waris dan perdata lainnya.  

Dalam pembahasan ada tiga aspek yang menjadi sudut pandang permasalahan implementasi dari 

peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tersebut. Pertama dari aspek Substansi Hukum (Legal 

Substance). Aspek ini merujuk pada regulasi yang berlaku. Di Tenayan Raya, terjadi ketegangan antara 

aturan yang memudahkan dan aturan yang membatasi. Secara substansi, aturan ini adalah "penyelamat" 
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bagi warga pendatang di Tenayan. Aturan ini membolehkan warga yang tidak punya Buku Nikah tetap 

masuk dalam satu KK dengan status "Kawin Belum Tercatat". Ini adalah pengakuan negara terhadap 

realitas sosial di lapangan. Namun di sisi lain, secara substansi perkawinan tersebut tetap dianggap tidak 

sah secara negara.  

Kedua dari aspek Struktur Hukum (Legal Structure). Aspek ini berkaitan dengan aparat penegak 

hukum dan pelaksana administrasi, mulai dari tingkat RT hingga Disdukcapil Kota Pekanbaru. Struktur 

terbawah (RT/RW) di Tenayan Raya menjadi pintu gerbang utama. Namun, sering terjadi hambatan di 

mana pengurus RT/RW merasa ragu memberikan surat pengantar karena status warga yang "tidak jelas" 

atau tidak memiliki dokumen asal. Di sisi lain sistem digital (SIAK) saat ini sangat ketat sehingga bila 

ditemukan data ganda terutama pada kasus poligami terselubung, sistem secara otomatis mengunci. Hal 

ini membuat petugas di lapangan sering kali tidak bisa berbuat banyak meskipun ingin membantu secara 

kemanusiaan. 

Ketiga dari aspek Budaya Hukum (Legal Culture). Ini adalah aspek yang paling krusial di 

Tenayan Raya, yaitu sikap, perilaku, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan hasil 

penelitian, warga memiliki budaya yang belum sadar hukum karena stigma bahwa berurusan dengan 

kantor pemerintah akan memakan biaya besar atau berujung pada denda. Mereka lebih memilih 

bersembunyi sampai keadaan mendesak seperti anak mau masuk SD. Banyak warga yang tidak tahu 

bahwa mereka bisa mengurus KK tanpa buku nikah melalui SPTJM. Mereka terjebak pada informasi 

lama yang bersifat dari mulut ke mulut seringkali salah dan menambah ketakutan mereka. 

Di sisi lain anak dari perkawinan tersebut meski tetap berhak mendapatkan Akta Kelahiran 

melalui SPTJM namun sering kali hanya bisa mencantumkan hubungan perdata dengan ibu, untuk 

menghindari status poligaminya terbongkar. Di wilayah seperti Tenayan, fenomena ini menciptakan 

potnsi hilangnya hak konstitusional setiap warga untuk punya dokumen karena hukum Indonesia tetap 

menganut asas monogami. Poligami terselubung tetap dianggap sebagai perkawinan liar di mata negara. 

Negara memberikan dokumen kependudukan (KK/Akta) hanya untuk melindungi hak asasi manusia 

(terutama anak), bukan untuk melegalkan praktik poligami terselubung tersebut. Di satu sisi, negara 

ingin semua orang punya dokumen (melalui Perpres 96/2018), namun di sisi lain, praktik ini melanggar 

prinsip pencatatan perkawinan tunggal dalam UU Perkawinan, yang seringkali menyebabkan data 

kependudukan menjadi tidak valid atau ganda. Masalah di Tenayan Raya bukan terletak pada ketiadaan 

aturan melainkan pada Struktur dan Budaya masyarakat yang perlu diubah melalui sosialisasi yang 

menyentuh level bawah.  

 

KESIMPULAN  

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru, khususnya di 

Kelurahan Industri Tenayan, telah berjalan dengan memberikan kemudahan bagi warga yang status 

perkawinannya tidak tercatat. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM), sehingga pasangan yang tidak memiliki buku nikah tetap bisa masuk dalam 
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satu Kartu Keluarga (KK) dengan status "Kawin Belum Tercatat".  Dokumen kependudukan merupakan 

hak dasar yang menjadi pintu masuk bagi hak-hak lainnya. Kebijakan ini krusial untuk memastikan 

anak-anak dari pasangan tersebut mendapatkan akses pendidikan, serta keluarga mereka dapat terdaftar 

dalam program bantuan sosial dan jaminan kesehatan (BPJS/PBI JK).   

Namun demikian peroalan ini masih mengalami hambatan utama dalam hal Administratif yang 

muncul karena warga sering pindah tanpa membawa surat pindah atau dokumen asli dari daerah asal, 

serta adanya keterbatasan pengetahuan hukum mengenai prosedur pendaftaran penduduk.  
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